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ABSTRAK

NURYANTI SAKINAH, 2022. Reformasi Perpajakan : Sistem Perpajakan
Yang Adil Dan Sehat DalamKonteks Budaya Siri’' Na Pacce (Studi Pada KPP
Pratama Makassar Utara). Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Faidul
Adzim dan Sri Wahyuni.

Penelitian ini bertujuan untuk angetal




ABSTRACT

NURYANTI SAKINAH, 2022. Tax Reformation: A Healthy and Fair Taxation
System in the Context of Siri" Na Pacce Culture (Study at KPP Pratama
North Makassar). Thesis. Department of Accounting, Faculty of Economics
and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by :
Faidul Adzim and Sri Wahyuni.

This study aims to determine a hedlth
bmfcum.e_isaneﬂbdm :

xil



DAFTAR ISI

xiii






DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara . ... . 16
label 2.2 Penelitian Terdahulu ............ A i, 21




xvi



l. PENDAHULUAN
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Mengingat pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara




maka akan dibutuhkan suatu aturan atau hukum yang mengatur tentang
perpajakan yang disebut hukum pajak. Secara umum, hukum pajak adalah
kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai
pemungut pajak dan rakyat sebagafpembayar pajak, didalamnya mengatur
hak dan kewajiban masing-m;
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selama im dianut oleh sebagian besar masyarakat bahwa percuma

membayar pajak karena akan memperkaya petugas pajak. Tindakan seperti
ini dilakukan masyarakat untuk meloloskan diri dari pajak dan merupakan

usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak.

. B



Untuk mengatasi permasalahan atau kendala tersebut, pemernntah
melakukan reformasi dibidang perpajakan yaitu melakukan perubahan sistem
perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan

karena pajak merupakan budaya.

Budaya bugis-makassar (Sin° Na Pacce) merupakan salah satu
falsafah budaya masyarakat bugis makassar yang harus dijunjung tinggi.

. R



Istilah s’ na pacce sebaga: sistem nilai budaya sangat abstrak dan sulit
untuk didefinisikan karena sif’ na pacce hanya bisa dirasakan oleh penganut
budaya itu.

Bagi masyarakat bugis-makassar, sin' na pacce mengajarkan
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pajak tidak perlu lagi datang ke KPP untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara yang merupakan

salah satu unit kerja DJP memiliki tugas untuk melaksanakan penyuluhan,

T



pelayanan, dan pengawasan wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM), serta Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya

berdasarkan peraturan perundangandundangan yang beriaku

Peran pajak dalam bia) berbagai  pengeluaran negara
an apabila setiap warga

2. Apakah sistem perpajakan sudah berjalan sesuai dengan reformasi
perpajakan saal ini 7

e




3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada permasalahan diatas maka tujuan yang hendak
dicapai dari penelitian ini, yaitu:
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. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori
1. Pajak

1) Pengertian pajak
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Sedangkat Menurut Prof Dr.Rochmat Soemitro,S. H., pajak adalah
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa tmbal (kontraprestasi) yang




langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum. (Sinaga, 2014)
Dan defenisi tersebul, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki

UnNsur-unsur.

negara. luran tersebut
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adat. i sisi lain, pemenuhan kewajiban pajak akan berdampak pada
aspek ekonomi, dari mikroekonomi hingga makroekonomi. Sehingga
apabila anggota masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik,
mekanisme ekonomi dalam masyarakat akan berjalan dengan baik.



2) Fungsi Pajak
Pajak memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
a. Fungsi Anggaran (budgeter)

d Fungs: Redistnbusi Pandanaan

pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk
membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk

membiayal pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan



kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat.

3) Jenis-Jenis Pajak
Menurut (Rahayu et &L, 2019) terdapat berbagai jenis pajak

lain. Contohnya adalah pajak penghasilan.

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirmnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak
lain ketiga. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
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3) Jenis pajak berdasarkan Lembaga/Wewenang Pemungut
a. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat
yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat

Jendral Pajak - kemeglrian keuangan.

pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang pribadi,
perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.

Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang




Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuall ditentukan lain
oleh undang-undang PPN.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Selan dikenakan PPN, atas konsumsi Barang Kena

balk provinsi maupun kabupaten/kota Mulai 1 januan

|
2014, PBB pedesaan dan perkotaan merupakan pajak
dearah. Untuk PBB  perkebunan, perhutanan,



b. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh
pemerintah daerah bak di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota dan hasil penerimaannya sebagai sumber

membernkan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik

bagi negara maupun warganya.
c. Syarat ekonomis

Pungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran
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kegiatan perekonomian, bak produk maupun perdagangan,
sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansial

Pungutan pajak Marus efisien sesuai fungsi budgetarr.

lebih realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru
dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil
diketahui), padahal pemerintah membutuhkan penerimaan
pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran  di

| — —
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pencerminan kewajiban di tidang perpajakan. Wajib pajak diben
kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku. Fungsi perhitungan ghemberi hak kepada Wajib Pajak untuk

yster d\yu/’ ////
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pajak untuk menentukan besamya pajak yang terutang kepada wajb
pajak. Contoh With Holding System pemolongan penghasilan
karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan
yang terkai.



8) Kepatuhan Wajib Pajak
(Halimurrofi & Sriwijaya, 2019) Wajib pajak adalah orang pribadi
secara individu atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak,
dan pemungut pajak, yang megpunyal hak dan kewajiban perpajakan

. perkumpulan.
R
dris,
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Tabel 2.1
Jumlah WP Yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara Tahun
2017-2019

Jumlah Wajib Pajak
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Menurut Soliyah Wulandan (2017), kepatuhan perpajakan
didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi
a Kepatuhan Formal
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Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajb pajak
memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan

administrasi pajak yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan

maka penenmaan pajak akan tinggi. Menyadan hal i, indonesia sejak



mmmmmnmmmmm.
Upaya itu semakin digiatkan mulai tahun 1983 bersamaan dengan
ditertipkannya undang-undang perpajakan baru yang menganut sistem

masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak yang dipungut oleh
pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar
sesual dengan bagiannya. Sejarah membuktikan bahwa pajak yang



dipungut dengan tdak adil dapat menimbulkan revolusi sosial
sebagaimana yang terjadi di inggris dan prancis, oleh karena itu
ditegakkannya asas keadilan dalam pemungutan pajak merupakan suatu
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harkat dan martabat manusia, atau dengan kata lain siri’ ialah sesuatu
yang tabu untuk masyarakat Bugis-Makassar dalam berinteraksi dengan
orang lain.
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serla penderitaan orang lain, bila dalam istilah Indonesia yaitu “ringan
sama dijinjing, berat sama dipikul" Pacce diarahkan keluar dari diri
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solidaritas mereka untuk membantu. Selain kedua budaya tersebut.
dalam membangun interaksi sosial yang bak., suku-suku tersebut

berpegang pula pada budaya sipakatau yaitu menghormati harkat dan
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martabat manusia lainnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia
tanpa memandang latar belakang ekonomi, etnis, ras, budaya, maupun
strata. Ketiga budaya tersebut harus dapat diimplementasikan dengan
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B. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai acuan dasar dalam

&

»

£ 7

pada keberhasilan itu sendiri maupun internal
reformasi sistem Ditektorat Jendral Pajak
perpajakan di Republik Indonesia. Selain
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[ - B
}Hu dan Tahun Judul Penelitian | Metode Analisis Hasil Penelitian
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No|  dan Tahun Judul Penelitian | Metode Analisis Hasil Penelitian

Supniyadi

(2011) , Rahman (2013),
dan Ningsih (2011)

3. Hasil pengujian empiris

unjukkan bahwa

4

pal  meminimalisir

| Wocoran peiat (1
evasion).

8 | (Kusumawali & | Pengaruh reformasi | Kuantitatif | Self assessment system

Pardi, 2018) sistem perpajakan, mempengaruhi  kepatuhan
penagihan  pajak, Wajib Pajak. Berpengaruh

tarif  pajak  dan 2. Sistem  administrasi

account s perpajakan modern

represent mempengaruhi kepatuhan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak.  Tidak




Nama Peneliti
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dan Tahun Judul Penelitian
Penelitian Deta
| wajib pajak (studi Berpengaruh
| wajib pajak UMKN 3 Penagihan pajak
pada KPP pratama mempengaruhi  kepatuhan
sukoharjo) Wajib Pajak. Tidak

Berpengaruh 4 Tarif pajak

dimana masyarakatiah yang paling menetukan kegiatannya, sedangkan
pemerintah lebih berfungsi sebagai pengawas, pembina dan penyedia
tasitas.
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lil. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah gepelitian deskniptif kualitatif. Yaitu jenis

\‘\ “ I"’/
::¢. o~ /

Lt 1,90232, Makassar.

D. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis data Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif
2. Sumber dala

i3
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Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan data primer yang
dimana sumber datanya dikumpulkan langsung melalui wawancara
{inteview guide) dan pengamatan (observasi). Sedangkan data sekunder
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Metode dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan
langsung kepada subjek penelitian. Penelitian ini akan di bantu dengan
dokumen yang menginformasikan tentang proses penelitian, seperti buku,
Jurnal, atau hal yang berkaitan dengan reformasi sistem perpajakan.
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d) Misi KPP Pratama Makassar Utara
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima

untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal
berdasarkan undang-undang perpajakan.

"““wo‘\\
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tangga dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan
pengendalian  interen, pemantauan pengelolaan resiko,
pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak
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lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan, rekomendasi
perbaikan proses bisnis.
3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

d. Permohonan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP.

e Pembertahuan penggunaan norma penghitungan.
f. Penerbitan SKP
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g. Penatausahaan dokumen masuk di pelayanan dan dokumen
WP.
5) Seksi Penagihan
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pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemerksa pajak yang
ditunjuk kepala kantor.
B) Seksi Pengawasan dan Konsultasi |, II, lll, dan IV

Mempunyal tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan
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kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan, himbauan kepada
Wajib Pajak dan konsultasi teknik perpajakan, penyusunan profil
wajib pajak, analisis kinerjia wajib pajak, rekonsiliasi data wajib

@n intensifikasi, usulan pembetulan
) evaluasi hasil banding. Untuk

s W ‘.h;-. 7 or
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Berikut adalah struktur organisas: dan KPP Pratama Makassar Utara :

Kantor Pelayanan Pajak
Sub bagian umum dan
Kelompok labatan -
Fungsional wepatuhaninberra
- b y
Seksi @ e ihan
b / masi
\
v : uhan
| N
° 2
4
L )
<
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B.  Penyajian Data ( Hasil Penelitian )
1. Sistem perpajakan yang adil dan sehat dalam konteks budaya

siri’ na pacce pada KPP Pratama Makassar Utara
Dari hasil wawancara gang dilakukan kepada bapak Yusuf

\\\\\m h////
o r/// ~

%/
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apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma,
kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk
usaha tetap;



¢) Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai
dasar untuk menghitung jumiah pajak yang terhutang:
d) Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim atau satu
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pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi berupa bungan dan benda administrasi;

k) Surat ketetapan pajak adalah sural keputusan yang menentukan
besamya jumlah pajak yang terutang, jumiah pengurangan
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pembayaran pajak, jumiah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar,

I) Surat ketetapan pajak (ambahan adalah surat keputusan yang

— |
Nty

L ;
N ’; .“\ 0

[

R

Lembaran Negara Nomor 1850);

q) Kredit pajak adalah jumiah pembayaran pajak yang dibayar oleh
wajib pajak sendir. setelah ditambah dengan pajak yang dipotong
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atau dipungut oleh pihak lain dan dikurangkan dan seluruh pajak
yang terhutang termasuk apabila ada jumlah pajak atas
penghasilan yang terhutang di luar negeri,
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sistem perpajakan yang diterapkan di kota makassar sudah sesuai
dengan tujuan reformasi perpajakan saat ini, yang dimana reformasi
perpajakan merupakan perubahan sistem perpajakan secara
signifikan  dan komprehensif yang mencakup pembenahan
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administrasi perpajakan, perbalkan regulasi perpajakan, dan
peningkatan basis pajak. Bentuk pelaksanaannya dapat bervariasi
tergantung pada kondisi yang dihadapi, termasuk menambah atau

diketahui bahwa ada beberapa kendala yang sering dihadapi oleh
fiskus. Yang dimana kendala tersebut kadang bisa menghambat

| fiskus dalam menekan angka keterlambatan dalam pelaporan pajak.
‘ Tapl dengan adanya kendala ini, pihak DJP setiap tahunnya

I
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melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan berbasis elektronik.
Adapun dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Yusuf
Mawardi selaku Kepala Seksi Pengawasan | terkait langkah-langkah
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ialah menghambat pembangunan dan fasilitas yang mesti
diselenggarakan karena pajak mempunyai peran penting dalam
membiayai berbagai pengeluaran dalam pembangunan daerah
sebagiaman berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada
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bapak Yusut Mawardi selaku Kepala Seksi Pengawasan |, beliau
mengatakan :
‘pajak yang dibayarkan akan dialokasikan ke dalam APBN yang

didalamnya yang sebesar 66.27% digunakan unfuk keperluan
paniwisata, kesehatan, keamanan, ekonomi,

o
N\\WILT77/ /
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dengan menerapkan sistem perpajakan yang sehat dan adil dalam
konteks budaya lokal

1. Hasil penelttan menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan
yang adil dan sehat dalam konteks budaya siri' na pacce tidak ada
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bedanya dengan penerapan sistem perpajakan di kota lain di
indonesia sesuai dengan sistem tarif digunakan secara befjenjang
semakin tinggi penghasilan maka semakin besar pajak yang dibayar.

Adapun berdasarkan wawancara yang mengukur sejauh mana
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PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam
pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan
dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor
Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Waijib Pajak yang tidak
mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak
dikenakan sanksi perpajakan.
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ngan perpajakan, wajib melaporkan
Pengusaha Kena Pajak dan

Ayat (4)

Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi
kewajiban untuk mendaftarkan din dan/atau melaporkan usahanya, dapat
diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal



mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan
disetorkannya.

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi
formulir Surat Pumhantahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai
dengan pelunjuk yang diberikan berdasarkan kelentuan peraluran
perundang-undangan perpaj yang berlaku. Pengisian Surat

pm'r'lburmn Pﬂjﬂk yang tofuhng dl:lnm satu Tnhun Pajak yang harusg
dibayar sebelum batas waktu pemasukan Surat Pemberitahuan Tahunan,
periu ditetapkan persyaratan yang berakibat pengenaan sanksi
administrasi berupa bunga bagi Wajib Pajak yang ingin memperpanjang
waktu penyampaian Surat Pemberntahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Persyaratan tersebut berupa keharusan memberikan pernyataan tertulis
tentang besamya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan
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sementara dalam satu Tahun Pajak, sebagal lampiran surat permohonan

penundaan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan.

Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana Wajib Pajak
untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah
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manyampaikan Surat Pemberitahuan, misainya Waijib Pajak orang pribadi
yang menerima atau memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi
kerja yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
Undang-undang Pajak Penghasilan 1984

Pasal 6

Ayat (1) cukup jelas
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Ayat (2)

Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan atas kemauan sendin
membawa akibat penghitungan jumiah pajak yang terutang dan jumiah
penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumiah semula.
Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan tersebut



i

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
perbulan. Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak
tersebul, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan sampai dengan tanggal pembayaran karena adanya
pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut.

Ayat (3)

llllllllllllll
4 Y

Ayat (5)
Pasal Y
Ayat (1)

Batas wakiu pembayaran masa ditetapkan oleh Menteri Keuangan
dengan batas waktu tidak boleh melebihi lima belas hari sejak saat
terutangnya atau berakhirnya Masa Pajak. Keterlambatan dalam
pembayaran masa tersebut berakibat dikenakannya sanksi administrasi
sesuai ketentuan yang berlaku.
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Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan
menjamin ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian oleh
Direktur Jenderal Pajak ditetapkan dalam wakiu selama-lamanya satu
bulan :

a untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bavar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17B, dihitung sejak tanggal penerbitan;

b. untuk Surat Ketetapan Paj@k)lebih Bayar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17, dihil - anggal i

tertulis tentang pe

dunganjudulﬁmmahmnpemaimh:m
pembelajaran bagi reformasi perpajakan indonesia dengan hasil
penelitan Implementasi e-tax di Jepang telah mengalami proses yang

cukup panjang sehingga berdampak cukup baik bagi keuangan negara,




reformasi pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat sebagal wajib
pajak terhadap Badan Pajak Nasional Jepang. Namun tidak dapat
dipungkiri dalam keberhasilan proses tersebut masih terdapat berbagai
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V. PENUTUP
Kesimpulan
Berdasakan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan oleh
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menyempumakan penelitian ini dengan menggali inftormasi lebih rinci
mengenal bagaimana pentingnya sistern perpajakan yang sehat dan adil
dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

33
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Data Wajib Pajak Yang Terdaftar KPP Prat:

2022
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Sumber: KPP Pratama Makassar Utara 2022
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Apakah sistem perpajakan yang diterapkan




sudah sesuai dengan tujuan reformasi | jenisnya dari segi sistem, human
perpajakan saat ini 7 resources, dan peraturannya. Dari

wakiu buat belajar, namun jika
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masyarakat dan menganggap peran
sosialisasi dan respon masyarakat

menetapkan pajak yang seharusnya
masih terhutang beserta sanksi-

sanksinya, jika wajib pajak tidak
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melakukan pembayaran maka akan
berakibat pada penyitaan aset dan

pajak yang tidak optimal dalam membiayai | dituangkan dalam APBN. maka
pembangunan 7 mmpajakkumngr?uml
dalam memenuhi target
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